SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

bahwa sehubungan dengan permasalahan pelaksanaan
APBD, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan
pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan jenis
belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan
dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan ke dalam
Kebijakan Umum Perubahan APBD yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran
2017.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-UndangNomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara
Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggungdawab  Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5948) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6111);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
123);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebgaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4209);
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5423);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
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Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 194);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tatacara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 541);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Seri A Tahun
2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2006
tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2006 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Darah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamnis Tahun 2014 Nomor
12);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis
Tahun 2012 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun 2014 Nomor 13);



59. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2015
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis
kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh
Kabupaten Ciamis dan PT. Bank Jabar Banten, Tbk
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor
21).

60. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah
Rp.2.266.399.128.000,00 bertambah sejumlah Rp.247.858.923.248,00 sehingga
menjadi Rp.2.514.258.051.248,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 2.268.889.128.000,00
b. Bertambah Rp. 212.832.613.643,00
Jumlah Pendapatan setelah
Perubahan Rp. 2.481.721.741.643,00
2. Belanja
a. Semula Rp. 2.266.399.128.000,00
b. Bertambah Rp. 247.858.923.248,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2.514.258.051.248,00
Defisit setelah perubahan Rp. (32.536.309.605,00)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 12.500.000.000,00

2) Bertambah Rp. 104.529.272.942,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 117.029.272.942,00
b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 14.990.000.000,00

2) Bertambah Rp. 69.502.963.337,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 84.492.963.337,00

Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 32.536.309.605,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun

berjalan setelahperubahan Rp. 0,00



Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp. 200.692.823.000,00
2) Bertambah Rp. 12.687.322.047,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah
perubahan Rp.  213.380.145.047,00
b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp. 1.717.180.926.000,00
2) Bertambah Rp. 7.838.798.405,00
Jumlah dana perimbangan setelah
perubahan Rp. 1.725.019.724.405,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1) Semula Rp. 351.015.379.000,00
2) Bertambah Rp. 192.306.493.191,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah
setelah perubahan Rp. 543.321.872.191,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri

dari Jenis pendapatan :
a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 48.582.678.000,00

2) Bertambah Rp. 3.983.847.000,00

Jumlah pendapatan pajak daerah setelah

Perubahan Rp. 52.566.525.000,00
b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 18.773.332.625,00

2) Bertambah Rp. 897.413.796,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 19.670.746.421,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 3.317.036.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah perubahan Rp. 3.317.036.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula Rp. 130.019.776.375,00

2) Bertambah Rp. 7.806.061.251,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah setelah perubahan Rp. 137.825.837.626,00

3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1) Semula Rp. 65.308.010.000,00

2) Bertambah Rp. 3.559.241.405,00

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 68.867.251.405,00
b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 1.203.476.252.000,00

2) Berkurang Rp. (21.141.208.000,00)

Jumlah dana alokasi umum setelah

perubahan Rp- 1.182.335.044.000,00
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Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 448.396.664.000,00
2) Bertambah Rp. 25.420.765.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, terdiri dari:

a.

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya.
1) Semula Rp. 82.896.321.000,00

2) Bertambah Rp. 28.932.370.191,00

Jumlah dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

dari Provinsi dan Pemda lainnya setelah

perubahan Rp. 111.828.691.191,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 268.119.058.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus

setelah perubahan Rp. 268.119.058.000,00
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 163.374.123.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

dari Pemerintah Daerah lainnya setelah
perubahan Rp. 163.374.123.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.

Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1.646.652.170.500,00
2) Bertambah Rp. 27.335.739.527,00
Jumlah belanja tidak langsung setelah

Belanja Langsung

1) Semula Rp. 619.746.957.500,00
2) Bertambah Rp. 220.523.183.721,00

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 840.270.141.221,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
dari jenis belanja :

a.

Belanja pegawai sejumlah
1) Semula Rp. 1.131.202.390.500,00
2) Bertambah Rp. 1.196.642.844,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 1.132.399.033.344,00

Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 1.393.096.683,00

Jumlah belanja Bunga setelah perubahan Rp. 1.393.096.683,00

Belanja subsidi
1) Semula Rp. 21.600.000.000,00

2) Berkurang Rp. (6.100.000.000,00)
Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 15.500.000.000,00
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Belanja hibah

1) Semula Rp. 91.727.000.000,00
2) Bertambah Rp. 23.917.000.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 115.644.000.000,00

Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 5.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 70.000.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah

Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 7.700.000.000,00

2) Berkurang Rp. (600.000.000,00)

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 7.100.000.000,00
Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 379.422.780.000,00

2) Bertambah Rp. 14.459.000.000,00

Jumlah belanja bantuan keuangan

Setelah perubahan Rp. 393.881.780.000,00
Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 10.000.000.000,00

2) Berkurang Rp. (7.000.000.000,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. terdiri dari:

a.

Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 84.710.463.950,00
2) Berkurang Rp. (10.122.361.534,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 74.588.102.416,00

Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 277.051.125.695,00

2) Bertambah Rp. 36.387.180.451,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah

perubahan Rp. 313.438.306.146,00

Belanja modal

1) Semula Rp. 257.985.367.855,00

2) Bertambah Rp. 194.258.364.804,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 452.243.732.659,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah

1) Semula Rp. 12.500.000.000,00

2) Bertambah Rp. 104.529.272.942,00

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 117.029.272.942,00
Pengeluaran sejumlah

1) Semula Rp. 14.990.000.000,00

2) Bertambah Rp. 69.502.963.337,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 84.492.963.337,00
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(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 7.988.775.955,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun
Sebelumnya setelah perubahan Rp. 7.988.775.955,00
b. Pencairan Dana Cadangan
1) Semula Rp. 12.500.000.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan
setelah perubahan Rp. 12.500.000.000,00
c. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 96.540.496.987,00
Jumlah pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 96.540.496.987,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan
a. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 14.490.000.000,00

2) Berkurang Rp. (5.000.000.000,00)

Jumlah penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah

setelah perubahan Rp. 9.490.000.000,00
b. Pembayaran pokok utang

1) Semula Rp. 500.000.000,00

2) Bertambah Rp. 51.697.348.229,00

Jumlah pembayaran pokok utang

setelah perubahan Rp. 52.197.348.229,00
c. Pembayaran Utang Pihak Ketiga

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 22.805.615.108,00

Pembayaran Pengembalian Penerimaan setelah

perubahan Rp. 22.805.615.108,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.

Lampiran 1 Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

4. Lampiran [V  Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut

Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan

Kegiatan;
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(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

(9)

Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan

dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per

Jabatan;

Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarakan kembali dalam tahun
anggaran ini;

Lampiran VIII Daftar Pinjaman daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
berada diluar kendali pengaruh pemerintah daerah;

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam pemulihan
yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak
terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan
cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk
keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) mencakup :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam PRKA-SKPD.

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan perubahan APBD,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran.
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(10) Dasar pengeluaran untuk kegitan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam PRKA-SKPD untuk dijadikan
dasar pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan
Sekretaris Daerah.

(11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan
darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 sebagai
landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Nopember 2017

BUPATI CIAMIS,
Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
Cap/ttd

H. HERDIAT S.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT :
(4/231/2017).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005
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